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skenario yang terjadi.

Jewa sama dengan Hukaﬁ‘Ilwx,KoTaidenﬁk dengan Desc,
kata pra-sejahtera (miskin) hampir tak berbeda dengan sejohtera,
dan ircnisnya tidal seaﬁ«.f«ﬂawoanvberanggapan oknum pejabat
identik pula dengan penjahat. Ini semua memungkinkan terjadi
karena sebagaimana biasa menganggap semua sama dan satu,
Padahal hati nurani tak per*mh‘ seragam dan tak pernah sama, tak
gampang menyatu, bahkan tak pernch diketahui. Keseragaman
memang membutuhkan pendekatan yang relatif mudah dan murah,
namun dampak nya tidakich mudah ditangani karena mahai.

Bulankah andaian ini identik dengaﬂ pevﬂaku lomunis yang
sangat diharamkan, bahkan untuk meninjau ulang UU lama tentang
larangan partai haram ini, menimiulkan polemik sangat gencar dari
berbagai pihak. Ini pula cermin DCﬂwa bangsa ini masih belum
berlapany dacda dalam muu;%m'*‘f‘% siing yang berseberangan,

warah menjadiinferior, begitulah

1y, Disampaikan r Wi “Dinfop Nasienal Workshop Dan Sosialicasi Pélaksanaan Glonomi Dacrah”
Ferfmaney HIG i Uaneraty of Maiybind - 1 UNSKRE LPENCEE UL Dan porseh disaupaikan.

pada Diskusi- Menggugat “Transp wanst dan Akantabilitas Eksekutif dan Legislaif Dalam Proscs-
Penganggaran Prepinst Sumatera Sclatan”, Tanggal 20 juii 2000,
Y. Dosen tetp Fakultas Ekenomt Unsri
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GUBIA IMenUu e Han pemoanganan fm"trr. era pemeri ~intahan

deszntra Ls’n k. Apalkah aspek penting TA ini telah dilakukan selama

ra Reformasi? Apakah dug aspeld int telah dileetahut oleh kalangan

egis ’%‘3”? 2kee! cu"‘é{, serta yudikatif (LEVY?, Jika dua aspel ini
ak, apa vang harus dilakukan selanjutnya, apakah tige

belum ?omz}
kekuatan L“—*“y’ t}c!u m memahami?, dan ”w;'mkir,éw!‘ HY perlu
diberdayakan sehingge marrarakat mulai dari akar rumput sampai
puncak bumi fertinggi cwickin berdaya? Paling tidak LEY
menyadari dan memachami ti 3, rewajiban dan hak, sedangkan
masyarakat luas sebagai stakefiolder, sangat perly mengetahui
proses yang Yerjadi, |

Pacda hagian berikut akaen didiskusikan berbagai  aspek
seperti desentralisasi dan disintegrasi, peatingnya transparansi
dan akuntabi s*:a , fungsi dan kewajiban pengambil dan pengawas
kebijakan. | |

Desentralisasi Vs Disintegrasi |

Salah satu ciri sistem pemermmhan d sentralistik ditandai
dengan diisﬂrhhafkannya _intervensi: Pemerinteh Pusat dalam
pengelolaan keuangan daerah. Normatifnya adalah, Pemerintah
baerah lebih leluasa menggali dan mengelola keuangan sendiri,
Keleluasaan ini akan menjadi penting karena daerahlah yang lebih
mengetahui keadaan, masalah dan program yang diparlukan. Namun
melalui perimbangan keuangan dgana alokasi umum (DAU) dan dana

alokasi khusus (DAK), hal tersebut tidak berlaku.
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Karena PP fersabut hanya meavebuvian wewenang Pemerintah dan
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Vropinst, ra
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ctonoms borada pada daerah abupa
yang membuat P o mengetahul ke
Dalam  menggeli  sumber-sumber  potensiol g}@ndcvpémn
daerah, perly mc,-.'fﬁperhaﬁkaﬂ herbagai prinsip seperti equily,
tainty, economical, adeéquacy, dan transprancy. Dalam
penggalian sumber-sumber pendapatan, daerah harus menghindari
pengurascn berlebihan sumber-sumber ekonami dazrch, karena
akan membahayakan Eée-‘zgkufmah dan tingkat persaingan antar
daerah. Tingkat persaingen deereh iebib lanjut akan dibahas pada
bagian selanjutnya. ' B
Diharapkan dengan diterd btu
" desentralistik, beberapa kema]
dicapai dari sistem ini lrﬁ*em. Perfams, unggy
tanggung jawab dalam pengelolaan ai«an febin bevm‘ Aca’m: dar
sistem ini diharapkan pula mampu meningkatkan pelayanan publik
sesuai dengan kebutuhan “tidak senu”. Keriga, distribusi hasil dari
pembangunan dan pormmbuhcm diharaplkan membaik. Keempa?,
dengan demikian pembangunan Indonesia dmar‘aokan akan lebih
aehat dan aletif o , ,
Kemajuun dan perbakan yang dmm‘(.xgﬁicgm akan menjadi nyata jika
berbagai pihak terutama pihak yang terkait paham dan mengeti tugas

Z1-3




Adan Yunagst mereka densan oog ian
g S

e t"‘-"g Sl wiudes

Fon il S S BRI W drl'#\_':

2y g Lo Ty 4 ;/"!‘(‘IEJ' Aty T o v /ey e a4 mby

ol S B : [R1e161:8 CHSigus :.,)‘«H\jv!n v rO TCT!J’

2rana niiihon “,'iu‘: atetaledt
Y t

ent L LS

, i, vy bverile g
‘v'C\'f’i‘} turang paik,

7- R i
27 J"‘tJLI zJ.igi_Jﬂq i [OF :~"5”'}\‘h

pe rerim

daerah. Unte dak diinginkan, maka aspek

mkun?nbri\‘;xf;un paransi nonadi amal § vgapgcnam?w”knﬁ
Aspei akuntabe! [dijelaskan 3@%»,5%‘; lanjut) bermakea bahwa
Pemda taengutamakan keporvingan  warganva df‘:ﬁyﬁﬂ cara

mempertanggung  jawabkan - peigksanoon  ofonomi  kepada
masyoraket mezlalui wakil rakyat. Salen satu tujuan yang ckan
dicapai dalam akuntabe I adalah yamzm“ politik masyarakat lokal
vang pada gilirannya secara agregat ckan menyumbarg pendidikan
politik secara. nas'oml f‘endsdlmﬂ politik yang baik diharapkan
mampu mencegah teijadinya disintegrasi. {(Suwandi, 2000: h, 4)

Bersaing dan Berianding ,.

Dilaksanakannya otonomi daerah fentu. akan berdampak
posmf bagi daerah. Namun dalam pelaksanaanya tentu akan
menghadapi berbagai masalah yang ‘makin berkembang. Untuk
menyelenggarakan pemerintahan yang desentralisitik diperlukan
fungsi dan wewenang daerah, serta fm"'c’daanya dana untuk

menyelenggarakan fungsi dan wewenang tersebut, Namun yang

penting adalah mengedepankan akuntabilitas dalam b«,r*bcmas cspet

pembangunon.
Akuntabilites yang baik mencermmkan bahwa pemuangunan

berjalan sesual dengan mekanisme keseimbangan, usim hal ini tak
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Dengan  demibdon

mengahadan t?e:amny“ Gl t;wm ak cepelk,

Persaingon tersebut o ;at dori  beberapa  aspek
antora lain: Perfama, dalom pe n/c %2 ggaraan “law enforcement
(LE)". Tentu doerch vang menjemin LE diharapkan ckan unggul
datart mernghitnpun modal dan me ngundang investor menonamkan
modal. Kedua, daerah akan berscing dalam hal stabilitas keamanan,
Dacrah vang lebili menjomin unsur Lc_zc-!asr.z tni akan meniadi incaran
banyak pihak. Ketiga, persaingan akan **“’imm pada ﬂ*.tl‘i(?%C.n
intelektual dan modal sosial atau kepercayoan m 15}@:’ akat. '

Keempat, persaingan antar dezrch aken pula ferfetak sada
aspek -atitude, compliance, good a/mr/ vence, serta amti KN
Kelimg, p«f’m@mnq dalam pers&mgm awtar r“&e"*h ajikan tecermin
dalam aspek birokrat yang 9'1{/‘)(’[’!0 " Daerah yang masih
mempertahanian sistem birokrat yeng. tidak mendukung dinamil
pembangunan, akan menyaksikqn'éiaar'ah lain meraih keuntungan,
Keenam, jelas akan timbul persaingan antar deerah dalam hal
ketersedican baik kualitas dan kuentitas infrastrukiur dan
kemudahan publik lainnya, terkahir Ketujuh, antar deerah akan
bersaing dalam aspek pemasaran hasil produksi barang dan jasa.

‘ Aspek-aspek persaingan ini tidak berdiri sendiri, dalam
pengertian kebaikan satu aspek akan berdampak ke lain' aspek.
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dengan Kinerja yang cfitampitkarn. Smmy:::«s untuk
hai pelayanan yang baik sesuai dengan tuniutan global. _
_ Pada Eera Global, jabatan dan eselon hampir tak berarti
teriehih jika tak diiringi dengarn kemampuan diri secara nyata.
sudahkah Pemerintah Daerch Sumotra Selatan merencanakan
atou melaksanaian rencana untuk meningkatkan daya saing dengan
daerah lain?. Jika hal ini tidak diantisipasi sejak dini, maka deerah
lain yang akan menjudi ‘pemenang dalam persaingan tersebut,
Propinsi Lampung telah menyiapkan Perda yang taengatur tenteng
refribusi angkutan kereta opi, untuk tiap unit Batubara dan Semen
klinker yang melalui Propinsi Lampurg. Propinsi yang tidak memiliki
sumber untule dua komoditi ini, telah siap unfuk menikmati jalur
yang dilalui kedua barang tersebut. I |
Bukan ingin mengecilkan k_er’\\}a keras yangv_f‘c'j{,i_lakukan Pemdan
Sumsel selama ini, namun kenyataan menunjukkan: bahwa Pemda
Pr‘.opi'nsi. dan Kabupaten belum punya rencana "._je_!g's “'u_:_n“_ruk
menghadapi ofonomi dan persaingan dalam otonomi. Kesibukan
selama ini hanya menjalankan kerja rutin yang telah membaku, dan
belum terlihat hasil dalam merubah pola kerja lama. berdasarkan
arahan dan petunjuk atasan. Sistem kepegawaian Pemda perlu
diperbaiki, kerena belum mampu mencetak personil yang

YARG
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ner um:s!\’ any dan kingrjanye, .
Aspek akuntabilitas -ini <ot dicgbailkan selama rezim Orba,

bahkan sengaja direkayasa der _;m merrsp:akan Jaringan korupsi

gurita, occtophussy corrypiion ngi-iwork sysiem. Schingga velatif
susch . dilacak wmaupun ditindak. B nqu penguascan uang publik
tidale sesuai dm‘er’a.v- peruntulkiannya, {;,ea*b(zgv-. kasys keuangan

yang diungkap oleh BPK, dan kasus km yang muncul akhir-akhir ini,
tmerupakan bulti aktual ycm g kesikian, bahwa penoudux hegara int
tidak fertib mentaati as w?“s" tabilitas,

Tidak sedikit f)@i”eg& Jii:ﬁﬂ proyek kerja dari Dinas dan Kantor

yang ada di Sumatra Selatan yang ditolak, namun penolakan kurang

jelas aias;ammya, sehingga
diharapkan tidak optimal dife
menjadi retotika belake. | | |

Suata hal  yeng masik  memungkinken  ferjadinya
penyalahgunaan keuangan adaiah. CO%M’E vang diungkep dalam
bahasa Inggeris berilut: work go /m get no pay), not work
got pay (or nich payv} Poham yang du cms!ff o dalam bahasa asing ini
maith ,<.m; Lerlangsung  zaat m. Alabatnya  kerja  keras,
partigipasi dan komitmen untule mencapa suatu Tujuan tak

sepenthityu iuwu;ud barena Tidale berlulanya kompensasi yang

i’f’”a peran  serta  yang
ser‘m misi dan visi hanya
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cendiri. Keadean dan ‘;\::'.::pq.\x;.« omanusia-
manusia yang tidak jawab., K :s'"cx'isi yang
membaku  sejok lama ditiadalan 'd-ﬂrzgfm .
vegitu cepat. Peranggulongan membutuhkan suaty proses 'y-'ﬁi::\
beramensi banyak dan memakar ‘u('li‘\'i“-..i Fendidikan sebagai ¢ Woi
merupakan hol sangat panting uniuk menghasitkan  marny
manusia arif vang mempuriyai hati »~~mm. E -

Jika sistem pendidikon telah menjadikan bar 1954 i tidal
disiplin, dan cenderung anarki, make pendidikan tersebut harus
dibenahi dan diberdayakan, serta mmms;_-im"sm‘u§' pendidilan
perlu dibert wewenang dan harus ofdnom. Sechingge dunia
pendidikan tidak menghasilkan SBM yong berlabel KKN.

Cakupan aspek akuniabilitas sangat luas yaitu mencakup
aspek politis, manajerial dan legal,  Dalam  aspek  keuangan
akuntabilitas mencakup sutmber keuangan dari mana?, apakah taat
pada ketentuan hulum dan administrasi euangan?, apakah teioh
dicapai efisiensi dan kehematan?, serva opalah hasil program yang
dilaksanakan telsh mencapai hasn/‘ Jika belum kenapa dan

mengapa teriadi dan bagaimana hasi vcih.xc;‘s ?
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z"u'\e.fs':bandingifan ‘bagaimana negara

pelabuhan, melihat dan membandiroinn at di
. R . , b b VNS S S ) b .
‘ negara luar ege rioembuay i canm m2ngeinia sak bar ?:a,a-;uh.a? dan
tnempernatikan Luganmna negara lain me; okan

juia.l dan bangunen yang tchan unm}\ seit r:-._;) mustm, menaclola
pasar, serta membandingkan bagaimana negara {uar mengelola
proses De}cuu; dan méngajar, serta studi lainnya telah banyak

dilakukan, ... -
- Semwua studi tersebut mungkin sering diiakukan oleh

. Pemerintah Dazrah Sumatra Selatan, Namun. apn keiﬂ?'v‘h‘i"”ﬂ studi

“nobody- knows”, ramun sehar usnya masyarakat tidak dibodohi,
Semua sudah mengetahui per daku, pola, etus kerja orang dari
negara yang dibandingkan. sangat berbeda. Rakyat Negara
- matahari tebit memiliki istigorich vang refatif baik. Rakyat dan
‘Pemerintah Polisi dunia lebih Isluwi dari negara yang berpendudik
maydrif@_ Ig!am, i_._._c;‘_aiwas‘ apa mywafant s:‘ﬁuc:‘é be mcung tersebut?

- merckalah yang tahu,
Dana studi banding akan lebih m umh jika dilakukan di dalam

negpm sendrr" Terminal Bungurasi ¢ Jawa Tamur merupakan
terminal terbaik di Indonesia, maka cc’iayai/nyclm studi banding
Sumsel. yanq ingin membuat terminal, pergi melancong ke Jawa
Fimur, yang ¢ geografinya hampir sama dengan Sumsel atau Kota
- Palesmbiang Tongin mempecidhankan slogan petorik BARI
~dianjurkan studi ke Sumatra Barat atau Jambi. Ingin menumbuh |
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{
pengguinaan sumber- sumber tersebut.
?’U?tgiiu‘; it dan tak rfeson dal
prayzk dari Dinas dan Ingtansi terkait, Tak jelas kemana pergi dan
dimana dibukukan. Pihak konsumen (stokeholder) lazimnya ftidak
i dana yang telah dibayarkan

am. wengurus swrat dan
a

meneruna fanca pembayaran. Berarii
kensumen berpeliang dengan bebas dipakai untuk tujuan yang lain,
Jika pungutan yang dilakukan sesuai Perda, maka pencatatanya
harus dilakulan dan dipertanggung jawabian. |

Karena tidak dicatat berarti ‘p«ﬁ‘ dianggap tak resmi,
ramun pelarggan sangat memaklumi dan penunh pengertion, maka
tak dicatat dan tak menerima tanda pembayaran. Ini dapat dilihat
pada APBD, vang tetap kosong pada kolom penerimaan Dinas-
Dinas. Padahal cecara de  facfo, semua fahu bahwa ada
pembayaran dari Kantor dan Dinas tertentu untuk suatu jasa
tertentu yanq diberikan. | o

Llustrast berikut perlu mendopat perhatian, untule melihat
bagaimana berbagai upaya dari oknum fertentu bersemangat
memungut dana segar dari masyarakat tanpa afuran dan surat
perintah yang jelas. Kasus sesrang pengrajin roian yang berlokasi
di pingagir kota didatangani beberapa Claum Pemda Ketamdya, dan

71-10
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Periu pula dimasparia o dengan sistem :2«’7%. intahan

vang deseniralistik nz‘v‘far"%;*-%ffxn mempu mempercepat proses dan

realisasi pembangunan sampai ke masyaerakat gn'me:;amx Narnun
tetap harus diwaspodai bahwa desm?mh sasi dapat menimbulkan

petaka jika tidak mampu memperkaiki ospek politis, mangjerial dan
fecatitas. '
Petala karena desentrolicas i pula berdampalk terhadap

menngkainya disparitas, dan hal ini mer upakan indux  untuk

teriadinya keinginan pemisahan. Selenjutrya desentralisasi yang
tak baik dapat pula mengganggu stebilites, memperlemah efisiensi,
dan bahkan desentralisasi dapat mengalaini kegogalan  karena
semakin solid nya korupsi. Untuk ity peran lembaga legislatif dan
vudikatif di tuntui untuk lebih pro-akiif dalam mengemban
amanah rakyat, dan Com‘nyrl membelakangkan retorika yang vak

b

ber*makna

Peran dan Fungsi |
Fungsi pokok DPR dan DPRD adalah: Fertama, sebagai unsur

fernbaga yang taganya membina dan mengawasd Pemerimiah Dacrah

redua, fungsinya sebagai wakil rakyat daerah dalam menampung

jerta menyalarkan aspirasi. pakyar demi meningkatkan

AR
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seevot donaan YU no 22719

ain “mengadakan  pengaw

Hax DPRD yam}

e, A (3
fegisiatif juga mempunyai 8
1 .
cervubungan dengan pongawacas adalah mengadakan penyvelidikar
I R N SUPRRE PR S
U nw erptiiki kowajibon
NN FUU Y P o7y
zbl_i'.’]ih\(_l.e Gspirast, mcnerima

masyarckat, serta sz';'-wﬁfa;;i?%frﬁs. tindak

yrakyalr Sumsel teian melalidan beberapa
53:3:"{'»“”:'*5 BUMN  akhur okbiv o, nomun
oefakukan penyclidikan ke Dinas-Dinas
carang vempat beriembang biaknva korupsi.
guvios dan menyelidiki Dinas PU, Dinas
Penga’ir‘an Dmas Bira Aargs, Dinas Trasnmigrasi dan PPH,
Kehutonan, BUMD, PLN dan lainera. Wakil Pae\yu? mesti lebih
banyak mengejar bola, sesuci dfﬁngm tugas, fungsi dan wewenang,
dan sedapat mungkin menqghindari jangan sompai boia datang

sendir,

Unituk r*r'jcz!onnya mekanisme ini. moka anggota DPR/DPRD
seharusnva tidak menerima pembayaran dalam bentuk apapun juga,
dari pihak tertentu guna mendukung keinginan pihak tertentu
ternebut Mical tidal layale menerima pembayaran daei Dinas agre
rancangan proyek yang diajukan berhasil, juga tidak layak dan
tidak wajar menerima pembayaran dari pihak manapun untuk
.mensukseskan pthak tertentu agar m&amenangkan posisi Tertentu
dalam pemerintahan. Pihak vang dtmspgkoa btasanya daiam studi
banding, tidak diperkenankan memberi uang dan sejenisnya,
karena tim inspeksi lazimnya ?elah mendapat SPJ. | |

Andainya anggota dowan tidak dapat menolak pembayaran,
maka akan lebih baik grka ol vang menerima melaporkan ke
Dewan tentang pembayarcii .«ung diterimanya dari pihak penekan.
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gecara bailo sterom pemca I ,:105 Kesalahan selama

ni dan ter; :
finggl, tnerupakar bulcti b@hw: ke 3! ?"pwm\ﬂlQGHLGT.ﬁdbﬂl(ﬂt
("eh karenanya Rezim sekarang mengalami banyak
kesulitan unfuk meiacak s : penye@wengaﬂ uang rakyat.
Jika di daerch masibh ?}t?let.ﬁ%;'i; niliki bahasa yang sama,
dalam pengertian dan peiaksanzan ofoncmi, maka proses jangka
panymn;dacﬁmhininmnuquEu’vanasnmnuﬂ&ﬁ«nndanackuw?enaga
Mekanisme dan sistem pemilhan dozrah periu ditinjay
kembali atay memperbaila sistem pcm%H an-imumn yang laly,
sehingga siap untuk menjadi mitra G%'ffi'5<fi,.4'3‘é":;:, Sistem pendidikan
ofonom harus gﬂlL(ﬂﬂkaﬁuiinler fiap perqguruen, harena sistem
ini akan memacy fumbuh F’-’.@?’ﬂbﬂi’:gﬂyﬁ, daya kreativitas, d
inovatif. Cleh karena itu pendidikan harus qh:*‘cinm ke fungsi
utama dalam  mencetak manusia berfaqwe, bertnsi patif dan
'-berTanggJ;g‘yuNab Serta bebas KKN. '
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